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szsumum PeraTuran PEMERINTAH

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (Civil Avia-
tion Safety Regulations Part 29) Tentang Standar

| Keiaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Transport

| {Airworthiness Standards :

Transport Category Ro-
torcraftt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal } dia-
tur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

| Udara.

Pasal 3
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Lam-
piran VI Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
90 Tahun 1993 tentang Prosedur, Standard Kelaikan
Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang, Kebisingan
Dan Marka Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan ti-
dak berlaku.

Pasal 4
Direktur Jenderai Perhubungan Udara melaku-
kan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal &
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
td.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1651

Catatan Redaksi : -
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS
ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT

DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
{Peraturan Menteri Perhubungan R.l Nomor PM 170 Tahun 2015,
tanggal 30 Oktober 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 16 Tahun 2014, telah diatur keten-
tuan mengenai tarif batas atas angkutan penum-
pang laut dalam negeri kelas ekonomi;

b. bahwa terdapat trayek dan tarif yang belum ter-

cantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas
Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri
Kelas Ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
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Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif Batas
Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri
Kelas Ekonomi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 286,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
(Lemba‘ran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 ten-
tang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian
Perﬁubungan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5668);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan {Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Per-
hubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1113);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Momor PM 18

" Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan

Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5138};

¥

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : :

PERATURAN MENTER|I PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PER-
HUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG
TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG
LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif

Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri,

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

538) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5A

Ketentuan trayek dan tarif yang belum ter-
cantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Per-
hubungan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang
Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut
Dalam Negeri, dan telah diatur dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal 1 Jan-
uari 2015 :

2. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubun-
gan Nomor PM 16 Tahun 2014 tentang Tarif
Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam
Negeri menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah-
kan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal I

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam. Berita Negara Republik indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 QOktober 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
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Pensumuman | PeraTuRAN PEMERINT AN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1641

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL
ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK

(Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.|
Nomor 39 Tahun 2015, tanggal 9 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan kestabilan
ekonomi dan sosial masyarakat dengan tetap
mempertimbangkan dinamika dan perkembangan
harga minyak dunia serta hilai tukar rupiah terha-
dap dollar Amerika, perlu mengatur kembali ke-
tentuan mengenai perhitungan harga jual eceran
bahan bakar minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nemor 39 Ta-
hun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor.3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No-
mor 42 Tahun 2009 {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5069);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi {LLembaram Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tamba-

- han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2007 Nomeor 96, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomar 48686); !

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
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